BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.876, 2016 KEMEN-DPDTT. BMN. Pemindahan. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam
pemindahtanganan barang milik negara agar dapat
berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
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Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07 /2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
660);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara yang berasal dari Dana
Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan sebelum Tahun
Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 810);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab
Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);

9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015

tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Desa,
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Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan
Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1
Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi
tata cara Pemindahtanganan barang milik negara di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 2
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman
dalam melakukan proses pemindahtanganan barang milik
negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Bentuk pemindahtanganan barang milik negara pada
Peraturan Menteri ini meliputi penjualan dan hibah di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
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Pasal 4

(1) BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
pemerintahan negara dapat dipindahtangankan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk BMN yang tidak memerlukan
penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan
BMN.

Pasal 5

(1) Dalam rangka Pemindahtanganan BMN dilakukan
Penilaian atas BMN yang direncanakan menjadi objek
pemindahtanganan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk Pemindahtanganan dalam bentuk
Hibah.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan
Penilai, maka hasil Penilaian BMN hanya merupakan

nilai taksiran.
Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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